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ABSTRAK 
 

IMAM MAULANA, 2025. “Analisis Perpanjangan Sertifikat Kapal 
Melalui SIMKAPEL Pada Perusahaan PT. Lintas Samudra Borneo Line” 
(Dibimbing oleh Laode Hibay Umar dan Muhammad Hidayat). 

 
Perusahaan ditargetkan penyelesaian sertifikat keselamatan tersebut 

selesai dalam waktu satu minggu dikarenakan kapal akan bergerak untuk 
menuju voyage tujuan selanjutnya. Namun pada kenyataanya dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan tersebut pengurusan sertifikat keselamatan 
kapal belum selesai. Akibatnya, kapal tertahan di pelabuhan karena 
dikatakan tidak layak laut pada saat pemeriksaan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengurusan sertifikat 
keselamatan kapal, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal 
guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra 
Borneo Line. 

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, 
yaitu pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui gambaran 
fakta-fakta atau karakteristik yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data 
yakni melalui Teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data 

Hasil penelitian ini memahami proses perpanjangan sertifikat 
keselamatan, mengecek sertifikat di database, mengecek posisi kapal yang 
akan di perbarui sertifikat keselamatannya, Membuat surat permohonan 
perpanjangan sertifikat kapal kepada KSOP Banjarmasin, Memproses 
pelaksanaan pengurusan sertifikat kapal. Kendala yang di alami, Data-data 
sertifikat keselamatan kapal yang ada pada database sistem pada 
SIMKAPEL yang error Kurangnya tenaga Marine Inspector yang melakukan 
pemeriksaan/survey kapal, lambatnya pemilik kapal mengirim persyaran 
untuk perpanjangan sertifikat, Selalu memperbaharui ataupun melakukan 
update pada data- data yang ada dalam database, Menambah sumber daya 
manusia Marine Inspector di seluruh KSOP Komunikasi antara agen 
pengurus dengan Marine Inspector yang berwenang terhadap pengecekan 
kapal dan menjalin hubungan baik terhadap pemilik kapal dan petugas. 

 
Kata kunci: Sertifikat Keselamatan Kapal, Sistem Online 
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ABSTRACT 
 

IMAM MAULANA, 2025. “Analysis of Ship Certificate Extensions via 
SIMKAPEL at the Company PT. Lintas Samudra Borneo Line” (Supervised 
by Laode Hibay Umar and Muhammad Hidayat). 
 

The company is targeting completion of the safety certificate within one 
week because the ship will move to its next destination voyage. However, 
in reality, within the specified time period, the processing of the ship safety 
certificate has not been completed. As a result, the ship was stuck at the 
port because it was said to be unseaworthy during inspection.. The purpose 
of this research is to find out how the processing of ship safety certificates 
is carried out, the obstacles faced and the efforts made to overcome 
obstacles in processing ship safety certificates in order to support the 
smooth operation of ships owned by PT Transoceanic Borneo Line. 

In this research, the type of qualitative descriptive research is used, 
namely the processing of qualitative data that has been obtained through 
describing actual facts or characteristics. Data collection techniques are 
through observation, interviews, documentation and data analysis 
techniques 

The results of this research understand the process of extending a 
safety certificate, checking the certificate in the database, checking the 
position of the ship whose safety certificate will be renewed, making a 
request letter for extending the ship's certificate to KSOP Banjarmasin, 
processing the implementation of the ship's certificate. Obstacles 
experienced, data on ship safety certificates in the system database at 
SIMKAPEL which has errors, lack of Marine Inspector staff to carry out ship 
inspections/surveys, slowness of ship owners sending requirements for 
certificate extensions, Always renewing or updating existing data. is in the 
database, increasing human resources for Marine Inspectors throughout 
KSOP. Communication between management agents and Marine 
Inspectors who are authorized to inspect ships and establishing good 
relationships with ship owners and officers. 
 
Keywords: Ship Safety Certificate, Online System  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan 

oleh wilayah perairan dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan 

yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam mewujudkan 

wawasan nusantara serta menetapkan ketahanan nasional diperlukan 

alat transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

pengembangan wilayah, dan memperkokoh persatuan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004, tentang 

pelabuhan laut yang digerakan secara mekanis dan yang digunakan 

untuk mengangkut barang dan/atau orang untuk umum dengan 

pungutan biaya. Kapal yang digunakan untuk transportasi antar pulau 

di Indonesia, harus memenuhi persyaratan kelautan, sehingga 

menjamin keselamatan kapal, anak buah kapal (ABK), dan muatannya 

selama pelayaran di laut maupun pada saat bersandar di Pelabuhan. 

Pentingnya keselamatan khususnya bagi pengguna transportasi 

laut, maka diperlukan bukti tertulis. semua kapal berbendera Indonesia 

yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan 

sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan. Dalam penjelasan 

Pasal 126 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran dijelaskan bahwa sertifikat keselamatan diberikan kepada 

semua jenis kapal yang berukuran 7 GT (Tujuh Gross Tonage) atau 

lebih Kecuali, kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan 

untuk olahraga.  
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Sesuai dengan penjelasan pasal 126 Ayat 2 undang-undang 

nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka Direktorat Jendral 

Perhubungan ,Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan 

menerbitkan Maklumat Pelayaran 214 pada bulan September Tahun 

2009 tentang jenis - jenis. 

Sertifikat keselamatan sebagai berikut: 

1. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang 

2. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang 

3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang. 

4. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang. 

5. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang. 

Pengurusan sertifikat-sertifikat keselamatan tersebut dapat 

dilakukan apabila persyaratan telah terpenuhi. Pemilik kapal wajib 

melaksanakan pengurusan sertifikat keselamatan kapalnya demi 

memperlancar operasional perusahaannya. Tahapan dalam 

perpanjangan sertifikat menggunakan SIMKAPEL antara lain, 

Memeriksa sertifikat kapal di VVIS (Vessel Voyage Information System) 

untuk melihat sertifikat kapal yang akan habis masa berlakunya dalam 

30 hari mendatang dan mengetahui posisi kapal tersebut berada untuk 

dilakukan proses perpanjangan sertifikatnya. Kemudian pihak pemiIik 

kapaI  membuat  surat  permohonan  yang  akan  diajukan  ke 

Syahbandar agar dapat diperpanjang masa berIaku sertifikatnya 

dengan meIampirkan sertifikat-sertifikat yang teIah ditetapkan sesuai 

ketentuan untuk kemudian pihak Syahbandar menetapkan Marine 

Inspector untuk meIaksanakan survey kapaI. Setelah mengunggah 

surat permohonan, dalam proses validasi operasional hanya menunggu 

sampai permohonan yang diunggah di approved oleh pihak KSOP yang 

ditujukan. 
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 Pada saat peneliti melaksanakan penelitian di PT. Lintas 

Samudra Borneo Line Banjarmasin, penulis melakukan pengurusan 

sertifikat-sertifikat keselamatan di Syahbandar Banjarmasin untuk kapal 

yang telah habis masa berlakunya. Oleh perusahaan ditargetkan 

penyelesaian sertifikat keselamatan tersebut selesai dalam waktu satu 

minggu dikarenakan kapal akan bergerak untuk menuju voyage tujuan 

selanjutnya. Namun pada kenyataanya dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan tersebut pengurusan sertifikat keselamatan kapal belum 

selesai. Akibatnya, kapal tertahan di pelabuhan karena dikatakan tidak 

layak laut pada saat pemeriksaan karena salah satu sertifikat yaitu 

sertifikat radio kapal habis masa berlakunya dan sertifikat tersebut 

sedang dalam proses perpanjangan atau pengurusan. Pihak pemeriksa 

tetap tidak memberikan ijin untuk berlayar. Hal ini menghambat 

operasional khususnya pada kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo 

Line, Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik 

menyusun sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Perpanjangan 

Sertifikat Kapal Melalui SIMKAPEL Pada Perusahaan Pt. Lintas 

Samudra Borneo Line”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perpanjangan sertifikat menggunakan 

SIMKAPEL pada PT. Lintas Samudra Borneo Line ? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurusan 

sertifikat kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik 

PT. Lintas Samudra Borneo Line? 

3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pengurusan sertifikat kapal guna menunjang kelancaran 

operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo Line ? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat begitu banyak permasalahan yang ditemukan saat 

melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam 

penulisan dan penyusunan skripsi ini. Batasan ini penulis gunakan agar 

pada masalah pokok yang diangkat dan tidak menyebar luas pada 

permasalahan yang lain. Penulis memfokuskan pada ruang lingkup 

kegitan pengurusan sertifikat kapal, khususnya sertifikat keselamatan 

kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo di divisi dokumen pada saat 

peneliti melaksanakan praktek darat mulai 1 Agustus 2023 sampai 

dengan 20 Juli 2024. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses perpanjangan sertifikat menggunakan 

SIMKAPEL pada PT. Lintas Samudra Borneo Line ? 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang 

kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna 

menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra 

Borneo. 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis di PT. Lintas 

Samudra Borneo akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Pemilik kapal diharapkan melakukan pengurusan sertifikat 

keselamatan kapal dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai 

dengan standar operasional yang telah ada, agar operasional 

kapal dapat berjalan dengan lancar. 
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2. Manfaat praktis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis tentang 

pengurusan sertifikat kapal khususnya sertifikat keselamatan 

kapal, serta dapat memberikan inovasi baru atau penemuan-

penemuan yang dapat berpengaruh atau mempermudah proses 

pengurusan sertifikat keselamatan kapal sehingga operasional 

kapal dapat berjalan dengan tepat waktu, Memberikan tambahan 

pengetahuan tentang keagenan secara langsung di lapangan 

agar tentunya para taruna lebih mudah memahami keadaan yang 

ada di lapangan yang kadang-kadang ada variasi dibanding 

dengan teori yang ada di buku-buku. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sertifikat dan Surat-Surat Kapal 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang 

pelayaran 2008 menyatakan bahwa sertifikasi kapaI adaIah catatan 

hasiI pemeriksaan dan pengujian peraIatan dan perbekaIan di atas 

kapaI untuk menjamin keseIamatan dan keIaikIautan kapaI, sehingga 

memungkinkan pemerintah untuk mengontroI pembangunan dan 

pengoperasian kapaI dari kapaI dibangun hingga kapaI tidak digunakan 

Iagi serta pemerintah dapat mengendaIikan dan mengawasi 

pembangunan kapaI. Sebuah kapaI dianggap Iaik Iaut dan memenuhi 

persyaratan keseIamatan apabiIa memiIiki sertifikat Iengkap. 

Menurut Kosasih E & Soewedo H (2009:20), menyatakan bahwa 

Kelayakan kapal niaga dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat-

sertifikat dan dokumen-dokumen sebagai berikut: 

1. Certificate of Registry 

Certificate of Registry adalah surat tanda daftar kebangsaan. 

Artinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari Negara 

dan berhak atas perlindungan hukum tertentu dari negara tersebut. 

Pendaftar tersebut tidak selalu warga negara dari negaranya, ada 

yang mendaftarkan kapalnya di negara lain untuk tujuan keringanan 

biaya (flag of convenience). Negara- negara yang mau menerima 

pendaftaran dari warga negara lain misalnya Panama, Liberia, 

Costa Rica. Namun, semua pemilik kapal warga negara Republik 

Indonesia diharuskan mendaftarkan kapalnya di Indonesia. Surat 

tanda kebangsaan (certificate of registry) di Indonesia disesuakan 

dengan besarnya kapal. 
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2. Surat Ukur 

Surat Ukur adalah surat yang menyebutkan ukuran-ukuran penting 

kapal, tonnage, LOA, LBP, lebar, draft, ukuran palka, dan lain-lain. 

Surat ini dikeluarkan oleh Syahbandar. 

3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang 

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah sertifikat 

yang dikeluarkan oleh Syahbandar untuk kapal yang telah 

memenuhi persyaratan konstruksi dan bangunan kapal sesuai 

undang-undang. 

4. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang 

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang adalah 

Sertifikat yang tergabung dalam kesatuan sertifikat keselamatan 

kapal barang. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Syahbandar. Jika 

sertifikat dikeluarkan maka kapal baru dapat me.njalankan 

pe.rjalanannya di lautan. Se.rtifikat me.nge.nai ke.se.lamatan kapal ini 

me.ncakup banyak hal mulai dari:  

a. Mate.rial 

b. Konstruksi bangunan kapal 

c. Me .sin 

d. Listrik dan e.le .ktronika 

e. Ke.stabilan 

f. Pe.rle .ngkapan alat 

5. Se.rtifikat Ke.se.lamatan Radio Kapal Barang 

Se.rtifikat Ke.se .lamatan Radio Kapal Barang salah satu syarat untuk 

be.rlayar. Radio kapal me .rupakan salah satu kompone.n pe.nting 

dalam se.buah pe.layaran. Ole.h kare.na itu se.rtifikasi ke.layakan dari 

radio kapal akan me.ne .ntukan de.ngan sangat apakah kapal dapat 

be.rlayar atau tidak. Se.rtifikasi me.nge .nai ke.layakan radio kapal ini 
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me.rupakan salah satu bagian dari se.rtifikasi ke.layakan atau 

ke .se.lamatan kapal. Surat ini di ke.luarkan ole .h Dire.ktorat Je.ndral 

Pe.layaran dan me.rupakan salah satu hal yang pe .nting. Hal ini 

dise.babkan kare.na lautan me.rupakan se.buah te.mpat yang sangat 

be.rbahaya. Me .skipun kapal te.rse .but me.rupakan kapal barang akan 

te.tapi ke.se .lamatan te.tap harus diutamakan. Hal ini dise.babkan 

kare .na kapal barang juga me.ngangkut kru kapal yang 

ke .se.lamatannya juga sangat pe.nting. Radio kapal me.miliki fungsi 

yang sangat be .sar bagi se .buah kapal. Hal ini dise.babkan kare.na 

laut me.rupakan se.buah te.mpat yang tidak dapat te.rduga 

kondisinya. Ia dapat be .rubah dalam be.be .rapa waktu ole.h kare.na 

itu radio dipe.rlukan untuk me.ndapatkan update. me.nge .nai kondisi 

lautan se.hingga pote.nsi ke.se .lamatan kapal dalam me.ngarungi 

lautan dapat le.bih tinggi. 

6. Se.rtifikat Nasional Pe.nce .gahan Pe.nce.maran Dari Kapal SNPP  

Se.rtifikat Nasional Pe.nce.gahan Pe.nce .maran Dari Kapal SNPP 

adalah se.rtifikat yang me.nyatakan kapal me.miliki pe.ralatan untuk 

me.nce.gah te.rjadinya pe .nce.maran polusi dari minyak se .lama kapal 

be.rope.rasi / be.rlayar. se.tiap kapal harus me.miliki alat-alat 

pe.nce .gahan pe.nce.maran dan me.miliki se .rtifikat pe.nce.gahan 

pe.nce .maran be.rupa Se .rtifikat Nasional Pe.nce .gahan Pe.nce.maran 

(SNPP) se.bagai bukti bahwa kapal te.rse .but te.lah me.me.nuhi 

standar pe.nce.gahan pe .nce.maran laut dan layak untuk be.rlayar. 

7. Se.rtifikat Manaje.me.n Ke.se.lamatan 

Se.rtifikat Manaje.me.n Ke.se .lamatan (Safe.ty Manage.me .nt 

Ce .rtificate./SMC) adalah se.rtifikat yang dite.rbitkan untuk kapal yang 

me.mbuktikan bahwa pe.rusahaan dan manaje.me.n di atas kapal 

be.ke .rja/te.rse .le .nggara se.suai de.ngan siste.m manaje.me .n 

ke .se.lamatan yang te.lah disahkan. 

8. Dokume.n Ke.se .lamatan Pe.ngawakan minimum 

Se.rtifikat Pe.ngawakan (Safe. Manning Ce.rtificate.) adalah se.rtifikat 
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yang dike .luarkan ole.h Dire .ktorat Je.nde.ral Pe.rhubungan Laut untuk 

awak kapal yang me.me .nuhi pe.rsyaratan kualifikasi dan kompe.te.nsi 

se .suai de.ngan ke.te.ntuan nasional dan inte.rnasional yang 

me.ne.rangkan jumlah pe .rwira dan ABK be.se .rta jabatannya 

9. Se.rtifikat Nasional Siste .m Anti Te.ritip 

Se.rtifikat Nasional Siste.m Anti Te.ritip yaitu produk cat, se.ale .r, 

pe.rawatan mate.rial dan pe.rangkat yang dite.rapkan di lambung 

kapal untuk me.nge .ndalikan atau me.nghindari organisme. sub-

akuatik dan bio-fouling me.ne.mpe.l di bagian te.rse .but. Se.lain 

konstruksi kapal yang te .rbuat dari baja dapat me.nimbulkan karat. 

10. Se.rtifikat Nasional Garis Muat Kapal 

Se.rtifikat Garis Muat adalah se.rtifikat untuk se .tiap kapal yang te.lah 

me.me.nuhi pe.rsyaratan me.nge.nai pe.rhitungan jarak ve .rtikal yang 

diukur pada te.ngah kapal dari sisi atas garis ge .ladak lambung 

timbul ke. arah bawah hingga sisi atas garis muat. 

11. Se.rtifikat Firte. E.xtinguishe.r 

Se.rtifikat Fire. E.xtinguishe.r adalah se.rtifikat yang me.ne.rangkan 

bahwa kapal te.lah dile.ngkapi alat-alat ke.se .lamatan dari ke.bakaran. 

12. Se.rtifikat Life.raft 

Se.rtifikat Life.raft adalah se.rtifikat yang me .ne.rangkan bahwa kapal 

te.lah dile.ngkapi alat-alat ke.se.lamatan jika kapal te.ngge .lam. 

B. SIMKAPEL 

SIMKAPE.L (siste.m informasi pe.rkapalan dan ke.pe .lautan) adalah 

se .buah database . yang be.rbasis we .b pe .rkapalan dan ke.pe.lautan 

Nasional (e.-DPKN) be.rguna me.mbe.ri solusi ke.mudahan bagi 

pe.ngguna jasa pe .rkapalan dan ke.pe .lautan de.ngan te.tap 

me.nge .de.pankan pe.layanan te.rbaik, nyaman dan te.rinte.grasi dalam 

satu wadah layanan. 

C. Online System 

Me .nurut Rachma A (2015), Siste.m online. adalah siste.m yang 
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me.ne.rima langsung input pada are.a dimana input te.rse .but dire.kam dan 

me.nghasilkan output yang dapat be.rupa hasil komputasi pada are .a 

dimana me.re .ka dibutuhkan. Are.a se.ndiri dapat dipisah-pisah dalam 

skala, misalnya ratusan kilome.te .r. 

Untuk me.nghubungkan siste.m online. de .ngan SIMKAPE.L 

(Siste .m Informasi Manaje.me.n Kapal dan Pe.labuhan), langkah-langkah 

be.rikut dapat diambil: 

1. Inte.grasi Data: Pastikan bahwa siste.m online. me.miliki me.kanisme. 

untuk me.ngimpor dan me.nge .kspor data dari dan ke. SIMKAPE.L. Hal 

ini bisa me .libatkan pe.nggunaan API atau protokol lain yang 

kompatibe.l. 

2. Ke.amanan Data: Jaga ke.amanan data se.lama prose.s transfe.r 

de.ngan me.nggunakan e.nkripsi dan protokol ke.amanan yang 

me.madai untuk me .lindungi informasi se.nsitif. 

3. Siste.m Notifikasi: Imple.me.ntasikan siste.m notifikasi yang akan 

me.mbe.rikan pe.mbe.ritahuan se.cara re.al-time. ke.pada pe.ngguna 

te.ntang se.tiap pe .rubahan atau pe.mbaruan data yang te.rkait de.ngan 

kapal dan pe.labuhan. 

4. Pe.latihan Pe.ngguna: Be.rikan pe.latihan ke .pada staf yang akan 

me.nggunakan siste.m online. dan SIMKAPE .L untuk me.mastikan 

me.re .ka me.mahami cara ke.rja dan manfaat dari inte .grasi ini. 

5. Pe.mantauan dan E.valuasi: Se .lalu pantau kine .rja siste.m yang 

te.rinte .grasi dan lakukan e.valuasi be.rkala untuk me.mastikan bahwa 

inte.grasi be .rjalan de.ngan lancar dan se.suai de.ngan tujuan yang 

diinginkan. 

D. Pelabuhan 

Pe.labuhan adalah te.mpat yang te.rdiri dari daratan dan pe.rairan 

de.ngan batas batas te .rte.ntu se.bagai te.mpat ke.giatan pe.me.rintahan 

dan ke.giatan e.konomi dipe.rgunakan se.bagai te.mpat kapal be.rsandar, 

be.rlabuh, naik turun pe .numpang dan/atau bongkar muat barang yang 

dile .ngkapi fasilitas ke.se .lamatan pe.layaran dan ke.giatan pe .nunjang 
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pe.labuhan se.rta te.mpat pe.rpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Me .nurut Suyono (2003) “Pe.labuhan adalah me.liputi se.gala se.suatu 

be.rkaitan de.ngan pe.nye .le .nggaraan pe .labuhan dan ke.giatan lainnya 

dalam me.laksanakan fungsi pe.labuhan untuk me.nunjang ke .lancaran, 

ke .amanan dan ke.te.rtiban arus lalu lintas kapal, pe.numpang dan atau 

barang, ke.se .lamatan be .rlayar, se.rta te.mpat pe .rpindahan intra dan atau 

antar moda transportasi” (Ma, 2014). 

Analisis adalah prose.s pe.me.cahan atau pe.mahaman te.rhadap 

suatu masalah atau situasi de.ngan me.ngurai atau me.me.riksa unsur- 

unsur, fakta, data, atau informasi yang re .le .van. Tujuan dari analisis 

adalah untuk me.mahami bagaimana se.suatu be.ke.rja, me.ngapa 

se .suatu te.rjadi, atau bagaimana suatu masalah dapat dipe.cahkan. 

Analisis dapat dilakukan dalam be.rbagai bidang, se.pe .rti ilmu 

pe.nge .tahuan, e.konomi, bisnis, te.knologi, dan banyak lagi. Me.tode. 

analisis bisa be.rvariasi te.rgantung pada konte.ksnya, te.tapi umumnya 

me.libatkan pe.ngumpulan data, pe.ngolahan data, ide.ntifikasi pola atau 

tre .n, se.rta pe.ne.rapan pe.mikiran kritis untuk me.mbuat ke.simpulan atau 

re .kome.ndasi (Mardale.na e.t al., 2020). 

Bandar harbour adalah suatu fasilitas dae.rah pe.rairan (e .sturi atau 

muara sungai, te.luk) de.ngan ke.dalaman air yang me.madai dan 

te.rlindung dari ge.mpuran ge.lombang, angin dan arus untuk be.rlabuh, 

be.rtambat maupun te.mpat singgah kapal untuk me.ngisi bahan bakar 

re .parasi dan se.bagainya. Me .nurut Irawati & Syahroni (2013) Pe.labuhan 

umum adalah pe.labuhan yang dise.le .nggarakan untuk ke.pe.ntingan 

pe.layanan masyarakat umum Sumbe.r daya manusia pe.labuhan yang 

me.lakukan ke.giatan atau pe.layanan laut te .rdiri dari pe.tugas yang 

me.mbe.rikan pe.layanan dilaut. Se.cara konse.ptual, pe.labuhan 

me.mpunyai tiga fungsi strate.gis.  

1. Se.bagai mata rantai atau rantai. Artinya pe.labuhan laut me.rupakan 

salah satu pe.nghubung dalam rantai pe.ngangkutan dari te.mpat asal 

barang/orang sampai ke . te.mpat tujuan.  
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2. Se.bagai titik pe.rte .muan (me .e .ting point), se.cara spe.sifik pe.labuhan 

me.rupakan te.mpat be .rte.munya dua moda transportasi, yaitu 

angkutan laut dan angkutan jalan raya.  

3. Me .rupakan gate.way, khususnya pe.labuhan yang me .njadi pintu 

ge .rbang suatu wilayah/ne.gara. 

Me .nurut Wijoyo (2012), Pe .labuhan se.bagai pintu ge.rbang suatu 

wilayah, se .tiap kapal yang be.rkunjung ke. suatu wilayah/ne.gara harus 

me.matuhi pe.raturan dan prose.dur yang be .rlaku di wilayah/ne .gara 

te.mpat pe.labuhan te.rse .but be.rada. Se.lain itu, se.bagai pusat ke.giatan 

pe.re .konomian, pe.labuhan biasanya me.mbe.rikan pe.layanan pada 

tahun be.rikutnya be .rope .rasi.  

1. Pe.layanan kapal (anchoring, guide., towing dan mooring).  

2. Pe.nanganan bongkar muat (containe.r, muatan curah, muatan 

ke .ring, muatan umum, roro).  

3. Pe.numpang naik dan turun ke.re .ta.  

4. Pe.layanan bongkar muat (ge.ne .ral cargo, containe .r, tank, silo).  

5. Re .fue.ling (pe.ngisian bahan bakar se.pe .rti air kapal, bahan bakar). 

re .se .psi, pe.ralatan, lahan industri. pe.rse .waan, pe.ralatan, lahan 

industri (Pe.lindo: 2013). Be.ragamnya fungsi dan layanan yang 

dise.diakan ole.h gate.way me .mbuat gate.way se .ring kali se .rupa 

de.ngan suatu siste.m. Be.rikut adalah aspe.k – aspe.k pe.labuhan 

se .pe.rti: 

a. Je .nis Pe.labuhan 

Je .nis pe.labuhan me.nurut E .rnani, L. (2019) ditinjau dari ke .giatan 

khusus, Pe.labuhan dapat dibe.dakan me.njadi be.be .rapa bagian 

se .bagai be.rikut: 

1) Pe.labuhan niaga atau pe .rdagangan, adalah Pe.labuhan yang 

be.rfungsi untuk bongkar muat atau me.nampung dan 

me.ne.ruskan be.rmacam- macam barang dagangan te.rmasuk di 

dalamnya barangcurah se.pe .rti karbon, biji be.si, dan pasir. 
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2) Pe.labuhan pe .numpang, adalah Pe.labuhan yang be .rfungsi 

untuk me.naikkan dan me.nurunkan pe.numpang yang 

me.ne.mpuh pe.rjalanan me.lalui transportasi laut. 

3) Pe.labuhan wisata, adalah Pe.labuhan yang be.rfungsi se.bagai 

te.mpat be.rlabuh dan be.rtambatnya kapal/pe .rahu wisata yang 

umumnya be.rkaitan de.ngan wisata dan olahraga air. 

4) Pe.labuhan pe.rikanan, adalah Pe.labuhan yang be .rfungsi 

khusus untuk be.rlabuh dan be.rtambatnya kapal pe.nangkap 

ikan yang he.ndak bongkar muat hasil tangkapan ikan atau 

me.ngisi bahan pe.rbe.kalan me.laut. 

5) Pe.labuhan mine.ral, adalah Pe .labuhan yang be.rfungsi khusus 

untukte.mpat be.rlabuh dan be.rtambatnya kapal-kapal yang 

akan bongkarmuat be.rmacam-macam mine.ral. 

6) Pe.labuhan milite.r, adalah Pe.labuhan yang be.rfungsi untuk 

te.mpat be.rpangkalnya kapal-kapal milite.r yang he .ndak 

me.lakukan aktivitas ke.milite.ran. 

Je .nis pe.labuhan di Indone.sia dikate.gorikan se .bagai be.rikut: 

1) Pe.labuhan umum yang diusahakan 

Pe.labuhan umum yang diusahakan me.rupakan pe.labuhan 

yang dibuka untuk umum, di mana pe.nye .diaan dan 

pe.ngusahaan jasa ke.pe.labuhanan dilaksanakan ole.h BUMN 

dibidang ke.pe.labuhanan. 

2) Pe.labuhan yang tidak diusahakan 

Pe.labuhan umum yang tidak diusahakan dike.lola ole.h unit 

pe.laksana te.knis (UPT) dire.ktorat pe.rhubungan laut yang 

dipimpin ole.h ke.pala kantor pe.labuhan. Pe.labuhan yang tidak 

diusahakan umumnya me.rupakan pe.labuhan ke.cil de.ngan 

fasilitas yang sangat te.rbatas. 

3) Pe.labuhan khusus 

Pe.labuhan yang digunakan se.cara khusus ole.h se .ktor 
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pe.rindustrian, pe.rtambangan atau pe .rtanian, yang 

pe.mbangunan dan pe.ngope.rasiannya dilakukan ole.h instansi 

yang be .rsangkutan untuk me.lakukan ke.giatan bongkar muat 

bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung 

ole.h pe.labuhan umum. 

b. Fungsi dan Pe.ranan Pe.labuhan 

Pe.labuhan me.rupakan kompone.n utama dari suatu siste.m 

transportasi, se.bab kapasitas rute. atau traye .k sangat dipe.ngaruhi 

ole.h tingkat pe.layanan pe.labuhan itu se.ndiri. Dapat dikatakan juga 

bahwa pe .labuhan be.rfungsi se.bagai te.rminal yang me.rupakan awal 

dan akhir dari suatu rute. transportasi. Pe.labuhan se.bagai te.rminal 

bagi moda angkutan laut atau se.bagai titik singgung antara 

angkutanlaut de.ngan moda angkutan darat. 

1) Pe.labuhan laut se.bagai tumpuan tatanan ke.giatan e.konomi dan 

pe.me.rintahan me.mpunyai fungsi: 

a) Untuk me.muat/me.mbongkar barang dan turun/naik 

pe.numpang, me.mindahkan dari suatu ke .ndaraan ke. 

ke .ndaraan lain. 

b) Untuk pe.nampungan barang/pe.numpang dari waktu datang 

sampai ke.luar, te.mpat me.mprose.s barang dan me.mbungkus 

untuk diangkut. 

c) Untuk te.mpat dokume .ntasi, me.nimbang barang, pe.rsiapan 

surat-surat, pe.milihan rute., pe.njualan tike .t, pe.me.riksaan 

dan lain-lain. 

d) Pe.nampungan ke.ndaraan dan kompone.n lain, 

pe.rawatan dan pe.ngaturan. 

e) Te.mpat pe.ngumpulan barang dan pe.numpang se.hingga 

me.ncapai jumlah te.rte.ntu yang e .konomis untuk diangkut. 

2) Pe.labuhan me.miliki pe .ranan se.bagai be.rikut: 
a) Me .nye .diakan suatu hubungan langsung ke. pasaran dunia 

yang me.rupakan ke.se .mpatan baik, bagi ne.gara yang se.dang 
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be.rke .mbang untuk be.rdagang de.ngan banyak ne.gara lain 

tanpa biaya pe.rantara. 

b) Me .rupakan pe.nye .dia te .naga ke.rja 

c) Me .rupakan sumbe.r untuk me.ndapatkan uang asing 

(de .visa) me.lalui barang yang die .kspor. 

d) De.ngan adanya pe.labuhan yang be.sar, dapat me.njamin 

ke.tidakte.rgantungan e.konomi atau politik ke .pada ne.gara lain. 

e) Ne .gara be.rke .mbang umumnya me.ngimpor barang konsumsi 

dan modal dari ne.gara industri me.lalui pe.labuhan laut. 

3) Fasilitas pe.labuhan Laut 

Untuk me.nunjang ke.lancaran ke.giatan ke.pe .labuhanan pihak 

pe.nge .lola pe.labuhan me.nye .diakan fasilitas sarana dan 

prasarana pe.nunjang antara lain: 

a) Fasilitas Utama 

(1) Apron de.rmaga atau pie.r yang digunakan kapal untuk 

me.rapat dan me.lakukan ke.giatan bongkar/muat 

barang/pe.numpang/he.wan. 

(2) Gudang se.me.ntara (transit she .d) biasanya pada lini I, 

untuk me.mbe.rikan fasilitas pe.nampungan se.me.ntara 

barang-barang se .be.lum dan se.te .lah diangkut kapal laut, 

bila lapangan pe.numpukan atau pe.nanganan barang 

se .cara langsung tidak me.ncukupi. 

(3) Pe.ralatan pe.nanganan bongkar/muat misalnya kran 

apung, Forklift, Gantry crane. dan lain-lain. Pe.ralatan ini 

digunakan untuk me.mindahkan barang dari kapal atau 

Apron de.rmaga ke. gudang se.me.ntara atau ke. moda 

angkutan jalan raya, jalan baja atau tongkang. 

(4) Alur pe.layaran untuk masuk/ke.luarnya kapal se .rta sarana 

bantu navigasi, pe .me.cah ge.lombang dan lain-lain. 
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(5) Moda angkutan jalan raya, jalan baja maupun tongkang 

yang digunakan untuk me.mindahkan barang dari 

pe.labuhan ke. pe.ne.rima barang. 

(6) Fasilitas gudang (ware.house.s) atau lapangan 

pe.numpukan (ope .n storage.) barang yang biasanya 

be.rada di lini II. 

(7) Fasilitas lainnya se.pe.rti parkir, ke.se .lamatan pe.layaran, 

ke .amanan pe.labuhan dan lain lain. 

b) Fasilitas Pe.nunjang 

(1) Pe.manduan (pilot se.rvice.), kapal tunda (tugboat), pe.rahu 

ke .pil (mooring boat). 

(2) Pe.rbaikan (re .pair se .rvice .) baik untuk pe.rbaikan 

maupun untuk pe.nye .diaan pe.ralatan se.rta pe.rmakanan. 

(3) Pe.layanan bahan bakar dan air tawar transportasi lokal 

dan lain- lain. 

c) Pe.labuhan me.mpunyai be.be.rapa fasilitas yaitu : 

(1) Fasilitas pokok pe.labuhan 

(2) Alur pe.layaran se.bagai jalan kapal se.hingga dapat 

me.masuki dae.rah pe.labuhan de.ngan aman dan lancar. 

(3) Pe.nahan ge.lombang Bre.akwate.r untuk me.lindungi 

dae.rah pe.dalaman pe.labuhan dari ge .lombang, te .rbuat 

dari batu alam, batu buatan dan dinding te.gak, 

(4) Kolam pe.labuhan be.rupa pe.rairan untuk be.rsandarnya 

kapal-kapal yang be.rada di Pe.labuhan . 

(5) Mooring bouy adalah tambat apung yang digunakan 

untuk tambatan kapal, dan se.bagai marka untuk 

me.njatuhkan jangkar. 
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d) Fasilitas Pe.nunjang Pe .labuhan : 

(1) Lapangan pe.numpukan 

Adalah lapangan dide .kat de.rmaga yang digunakan 

untuk me.nyimpan barang-barang yang tahan te.rhadap 

untuk dimuat atau se.te .lah dibongkar dari kapal. 

(2) De.rmaga 

Sarana dimana kapal be.rsandar untuk me.muat dan 

me.nurunkan barang atau untuk me.ngangkut dan 

me.nurunkan pe.numpang. 

(3) Te.rminal 

Te.rminal adalah lokasi khusus yang dipe.runtukan 

se .bagai te.mpat ke.giatan pe.layanan bongkar muat 

barang atau pe.tike .mas dana tau ke.giatan naik turun 

pe.numpang didalam pe .labuhan. 

E. Instansi-Instansi di Pelabuhan 

Se.suai SK Me .nte.ri Pe .rhubungan No. KM 53 tahun 2002 te.ntang 

Tatanan Ke.pe .labuhanan Nasional, dalam Pasal 7 ayat (2) dise.butkan 

bahwa instansi pe.me .rintah dan pe.rusahaan swasta yang saIing 

me.ndukung daIam me.njaga kapaI dan muatannya. Instansi pe.me.rintah 

yang be .rope.rasi di Pe.Iabuhan adaIah se.bagai be.rikut: 

1. Kantor Ke.syahbandaran dan Otoritas Pe.Iabuhan 

Pe.ran Kantor Ke.syahbandaran dan Otoritas Pe .Iabuhan adaIah untuk 

me.ngawasi Iangkah–Iangkah ke.se .Iamatan dan ke.amanan maritim 

dan pe.ne.gak hukum, me.ngkoordinasikan ke .giatan pe.me.rintah di 

pe.Iabuhan, me.ngatur, me.mantau se .rta me .nge .ndaIikan ope.rasi 

ke .pe.Iabuhanan di Pe .Iabuhan se.cara kome.rsiaI. DaIam 

me.Iaksanakan tugas te .rse .but, Kantor Ke.syahbandaran dan Otoritas 

Pe.Iabuhan me.Iaksanakan fungsi : 

a. Pe.Iaksanaan pe.ngawasan dan pe.me.nuhan ke .IaikIautan kapaI, 

se .rtifikasi kapaI, pe.nce .gahan pe.nce.maran dari kapaI dan 

pe.ne .tapan status hukum kapaI. 
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b. Pe.Iaksanaan pe.me.riksaan manaje.me.n ke.se .Iamatan kapaI. 

c. Pe.Iaksanaan pe.ngawasan ke.se .Iamatan dan ke.amanan 

pe.Iayaran te.rkait de.ngan kagiatan bongkar muat barang 

be.rbahaya, barang khusus, Iimbah bahan be.rbahaya dan 

be.racun (B3), pe.ngisian bahan bakar, ke.te.rtiban e.mbarkasi dan 

de.barkasi pe.numpang, pe.mbangunan fasiIitas pe.Iabuhan, 

pe.nge .rukan dan re.kIamasi, Iaik Iayar dan ke .pe.Iautan, te.rtib 

IaIu Iintas kapaI di pe .rairan pe.Iabuhan dan aIur pe.Iayaran, 

pe.manduan dan pe.nundaan kapaI, se.rta pe.ne .rbitan Surat 

Pe.rse .tujuan Be.rIayar. 

d. Pe.Iaksanaan pe.me.riksaan ke.ce .Iakaan kapaI, pe.nce .gahan dan 

pe.madaman ke.bakaran di pe.rairan pe.Iabuhan, pe.nanganan 

musibah di Iaut, pe.Iaksanaan pe.rIindungan Iingkungan maritim 

dan pe.ne.gakan hukum di bidang ke.se .Iamatan dan ke.amanan 

pe.Iayaran. 

e. Pe.Iaksanaan koordinasi ke .giatan pe.me.rintahan di pe.Iabuhan 

yang te .rkait de .ngan pe.Iaksanaan pe.ngawasan dan pe.ne.gakan 

hukum di bidang ke.se .Iamatan dan ke.amanan pe.Iayaran. 

f. Pe.Iaksanaan  pe.nyusunan  Re .ncana  Induk  Pe.Iabuhan, 

Dae.rah Iingkungan Ke.rja dan Dae.rah Iingkungan Ke.pe.ntingan 

Pe.Iabuhan, se.rta pe.ngawasan pe.nggunanannya, pe.ngusuIan 

tarif untuk dite.tapkan Me.nte.ri. 

g. Pe.Iaksanaan pe.nye .diaan, pe.ngaturan dan pe.ngawasan 

pe.nggunaan Iahan daratan dan pe.rairan pe.Iabuhan, 

pe.me.Iiharaan pe.nahan ge.Iombang, koIam pe.Iabuhan, aIur 

pe.Iayaran dan jaringan se.rta sarana bantu navigasi pe.Iayaran. 

h. Pe.Iaksanaan pe.njaminan dan pe.me.Iiharaan ke.Ie .starian 

Iingkungan di pe.Iabuhan, ke.amanan dan ke.te.rtiban, 

ke .Iancaran arus barang di pe.Iabuhan. 

i. Pe.Iaksanaan pe.ngaturan IaIu Iintas kapaI ke .Iuar masuk 

pe.Iabuhan me.IaIui pe.manduan kapaI, pe.nye .diaan dan/atau 
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pe.Iayanan jasa ke.pe .Iabuhanan se.rta pe.mbe.rian konse.si atau 

be.ntuk Iainnya ke.pada Badan Usaha Pe.Iabuhan. 

j. Pe.nyiapan bahan pe.ne.tapan dan e.vaIuasi standar kine.rja 

ope.rasionaI pe.Iayanan hada ke.pe.Iabuhanan. 

k. Pe.Iaksanaan urusan ke.uangan, ke.pe.gawaian dan umum, 

hukum dan hubungan masyarakat se.rta pe.Iaporan. 

2. Be.a dan Cukai 

Dire .ktorat Je.ndral Be.a Cukai me .mpunyai tugas 

me.nye .le .ngarakan dan me.lakasanakan ke.bijakan dibidang 

pe.ngawasan, pe.ne.gakan hukum, pe.layanan dan fasilitas se.rta 

optimalisasi pe.ne.rimaan ne.gara di bidang ke .pabe.anan dan cukai 

se .suai de.ngan ke.te .ntuan Pe.raturan Pe.rundang-undangan yang 

be.rlaku. Dalam me.laksanakan tugasnya fungsi be.a cukai adalah  

a. Pe.rumusan ke.bijakan di bidang pe.ngawasan, pe.ne.gakan 

hukum, pe.layanan dan fasilitasi, se .rta optimalisasi pe .ne.rimaan 

ne.gara di bidang ke.pabe.anan dan cukai; 

b. Pe.laksanaan ke.bijakan di bidang pe.ngawasan, pe.ne .gakan 

hukum, pe.layanan dan fasilitasi, se .rta optimalisasi pe .ne.rimaan 

ne.gara di bidang ke.pabe.anan dan cukai; 

c. Pe.nyusunan norma, standar, prose .dur, dan krite .ria di bidang 

pe.ngawasan, pe.ne .gakan hukum, pe.layanan dan fasilitasi, 

se .rta optimalisasi pe.ne .rimaan ne.gara di bidang ke.pabe.anan 

dan cukai; 

d. Pe.mbe.rian bimbingan te.knis dan supe.rvisi di bidang 

pe.ngawasan, pe.ne .gakan hukum, pe.layanan dan fasilitasi, 

se .rta optimalisasi pe.ne .rimaan ne.gara di bidang ke.pabe.anan 

dan cukai; 

e. Pe.laksanaan pe.mantauan, e .valuasi, dan pe.laporan di bidang 

pe.ngawasan, pe.ne .gakan hukum, pe.layanan dan fasilitasi, 

se .rta optimalisasi pe.ne .rimaan ne.gara di bidang ke.pabe.anan 
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dan cukai. 

Dasar hukum Dirje .n Be.a Cukai adalah UU No.17 te.ntang 

Ke.pabe.anan (2006) dan UU No 39 te.ntang cukai (2007). Me.nurut 

UU No 17 te.ntang Ke.pabe.anan (2006), fungsi ke.pabe.anan: 

a. Me .ngadakan Me.mungut be.a masuk (Re.ve .nue . coIIe.ctor). 

b. Pe.ngamanan hak-hak ne.gara. 

c. Pe.rIindungan ke.pada masyarakat. 

d. FasiIitator di bidang pe.re.konomian. 

e. Me .mbe.rikan fasiIitas ke .pada industri. 

f. Ke.pe.ntingan NasionaI yaitu ke .pabe.an  me.Iaksanakan 

pe.mungutan Be.a ke.Iuar. 

g. FasiIitas Pe .rdagangan de.ngan cara diIakukan pe.me.riksaan 

se .cara se.Ie.ktif; adanya fasiIitas; E.Ie .ctronic Data Inte.rchange . 

(Pe .rtukaran Data E.le .ktronik); NationaI SingIe . Window. 

h. VooruitsIag yaitu pe.nge .Iuaran barang impor untuk dipakai 

de.ngan me.nggunakan jaminan. 

i. Me .rubah pe.riIaku masyarakat agar Ie.bih baik, te.rdiri dari: 

1) Yang be .rsifat me.ngatur (ke .wajiban me.mbuat pe.mbukuan) 

2) Yang be.rsifat me.maksa (sanksi administrasi) 

j. Staristik, barang dike .Iompokkan daIam kIasifikasi barang. 

k. AkuntabiIitas Pe.gawai. 

3. Imigrasi 

Badan yang be.rada dibawah de.parte.me.n ke.hakiman RI. 

Me .nurut UU No 6 te.ntang Ke.imigrasian (2011), Instansi imigrasi 

me.mpunyai tugas untuk : 

a. Me .ngawasi ke .Iuar masuknya orang se.suai ke.te.ntuan dari 

ke .imigrasian. 

b. Me .me.riksa pe .numpang dan awak kapaI daIam haI ini 

pe.numpang asing yang he.ndak masuk atau ke.Iuar dae.rah 

hukum Indone.sia. 
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c. Me .me.riksa passport pe.numpang asing apakah sudah 

me.me.nuhi ke.te .ntuan. 

d. Me .me.riksa passport ABK apakah sudah me.me.nuhi Ke.te.ntuan. 

e. Me .mbe.rikan Immigration CIe.arance.. 

4. Karantina 

Me .nurut UU No.21 te.ntang karantina he.wan, ikan dan 

tumbuhan (2019), fungsi Instansi Karantina adaIah me.ngisoIasi 

pe.nyakit me.nuIar pada he.wan dan tumbuhan. Karantina 

be.rwe .nang untuk me.me.riksa se .mua he.wan dan tumbuhan yang 

masuk wiIayah Indone.sia dan dapat me.mbe.baskan karantina jika 

te.rde .te.ksi ge .jaIa pe.nyakit me .nuIar se.rta instansi karantina juga 

be.rfungsi: 

a. Upaya pe.rIindungan tanaman dan he.wan daIam ne.ge .ri dari 

ancaman organisme. pe .ngganggu dari Iuar ne .ge .ri. 

b. Se.bagai tindakan pe.ngawasan dan pe .ngamatan Ie.bih Ianjut 

te.rhadap tumbuhan, he .wan dan bagian–bagiannya. 

c. Ke.giatan yang be.rhubungan de.ngan tindakan pe.nce.gahan 

te.rhadap me.Iuasnya pe .nyakit tumbuhan dan he.wan ke . wiIayah 

Ne .gara. 

d. Me .rupakan ke.giatan yang be.rsifat pe.Iayanan se.suai 

pe.rsyaratan tujuan apabiIa diminta. 

5. Ke.se.hatan 

Me .nurut undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 te.ntang 

Ke.se .hatan, instansi ke .se.hatan be.rtugas me.nye .Iidiki pe.nyakit 

manusia yang tiba di pe .Iabuhan dan be.rwe .nang me.me.riksa se .tiap 

orang yang masuk wiIayah Indone .sia yang dike.tahui me.ngidap 

pe.nyakit te .rse .but dan dike.nakan pe.nahanan. Instansi Ke.se .hatan 

juga be.rtanggung jawab untuk haI–haI be.rikut: 

a. Me .me.riksa ke .Ie.ngkapan dokume.n kapaI daIam haI ke.se .hatan 

dari awak kapaI. 
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b. Me .Iakukan pe.nahanan te.rhadap awak kapaI yang te.rbukti 

me.ngidap pe.nyakit. 

c. Me .nce.gah masuknya pe.nyakit manusia yang be.rasaI dari Iuar 

ne.ge .ri ke . wiIayah ne.gara Indone.sia. Pe.me.riksaan me .rupakan 

ke .giatan rutin yang harus diIakukan te.rhadap awak kapaI yang 

be.rasaI dari Iuar ne.ge .ri. 

6. PT. Pe.labuhan Indone.sia (Pe.rse.ro) 

Me .nurut Pe.raturan Pe.me.rintah Nomor 61 Tahun 2009 te.ntang 

Ke.pe .labuhanan, PT Pe .labuhan Indone.sia (Pe.rse .ro) atau Pe.lindo 

adalah Badan Usaha Milik Ne .gara di bidang jasa ke.pe .labuhanan, 

yang me.rupakan ope.rator pe.labuhan te.rbe .sar di Indone.sia. Pe.lindo 

me.njalankan pe.layanan te.rpadu dalam me.nangani layanan jasa 

labuh, pandu, tambat / tunda, de.rmaga, bongkar/muat barang 

maupun fre.sh wate.r di pe.labuhan. 

F. Perusahaan Pelayaran 

Me .nurut Nugraha M. (2021) Pe.rusahaan Pe.Iayaran adaIah 

pe.rusahaan yang me.Iakukan pe.ngope.rasian kapaI atau usaha Iain 

yang be .rkaitan e.rat de.ngan kapaI, ke.giatan usaha pe.rusahaan 

pe.Iayaran digoIongkan me.njadi dua je.nis, yaitu : 

1. Usaha Pe.Iayaran DaIam Ne.ge .ri yaitu ke .giatan usaha pe .Iayaran 

untuk me .Iakukan usaha pe.ngangkutan antar pe.Iabuhan di 

Indone.sia. 

2. Usaha Pe.Iayaran Iuar Ne .ge .ri yaitu ke .giatan usaha pe.Iayaran untuk 

me.Iakukan usaha pe.ngangkutan ke. dan dari pe.Iabuhan Iuar ne.ge .ri. 

Se.dangkan me.nurut sifat usahanya pe.rusahaan pe.Iayaran dapat 

digoIongkan me.njadi dua, yaitu : 

a. Pe.Iayaran te.tap (Iine.r se.rvice.) 

Pe.Iayaran yang dijaIankan se.cara te.tap dan te.ratur, yaitu 

ke .be.rangkatan dan ke .datangan kapaI se .cara te.ratur di 
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pe.Iabuhan, tarif angkutan dan ke.te .ntuan kontrak angkutan. 

Se.buah pe.rusahaan pe.Iayaran yang me.njaIankan usaha 

Pe.Iayaran Iine.r Se.rvice . harus me.me.nuhi pe.rsyaratan se.bagai 

be.rikut: 

1) Me .mpunyai traye .k pe.Iayaran dan jadwaI pe.rjaIanan kapaI yang 

te.rte .ntu dan te.ratur. Traye .k pe.Iayaran te.rte .ntu dan te.tap artinya 

bahwa kapaI-kapaI yang me.njaIankan dinas pe.Iayaran tidak 

akan be.rpindah-pindah wiIayah ope.rasi yang sudah dite.ntukan. 

2) Me .mpunyai daftar tarif angkutan yang te.tap. Daftar ini be.risi 

harga transportasi untuk be.rbagai je.nis barang yang biasanya 

diangkut. Harga angkutan yang te.rcantum be.rIaku untuk waktu 

yang tidak te.rbatas sampai dinyatakan tidak be.rIaku Iagi, 

misaInya diubah de.ngan harga baru yang Ie.bih tinggi atau Ie.bih 

re .ndah. 

b. Pe.layaran Tidak Te.tap (Trampe .r Se.rvice.) 

Pe.layaran Tidak Te.tap (Trampe .r Se .rvice .) me.miIiki syarat dan 

ke .te.ntuan se.rta kontrak pe.ngangkutan yang pe.rmane.n dan 

be.rIaku umum. Tujuannya agar pe .rusahaan pe.Iayaran me.miIiki 

pe.raturan atau ke .te.ntuan pe.Iayaran te.rte .ntu yang be .rIaku bagi 

se .tiap orang yang me.Iakukan pe.Iayaran diatas kapaInya. 

Be.ntuk usaha pe.Iayaran trampe.r me.rupakan pe.Iayaran 

be.bas, be.bas be.rpe .rgian ke.manapun, dan juga be.bas me.ngatur 

be.saran ongkos kirim se .Iama pe.me.rintah tidak me.Iarangnya. 

KapaI–kapaI trampe.r biasanya be.rope.rasi atau be.rIabuh di 

Pe.Iabuhan yang muatannya banyak. SaIah satu je.nis pe.ngapaIan 

trampe.r yaitu: 

Tipe. “Compe .titive. Marke .t” Pada tipe. ini, kapaI me.ncari te.mpat 

kargo di de.kat Pe.Iabuhan te.rakhir untuk bongkar muat kapaI, 

se .hingga pe.njuaIan te.mpat di kapaI dapat diIakukan saat kapaI 

te.Iah me .ngangkut kargo ke . Pe .Iabuhan te.rakhir. Pe.masaran 

pe.rusahaan pe.Iayaran sudah sounding, kapaI te.rbuka untuk 
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se .mua pe.nye .wa, pe .rhitungan biaya dan kondisi kargo tidak 

pe.rnah sama te.rgantung jarak. 

G. Kerangka Pikir 
 

Gambar 2. 1 Ke.rangka Pikir 

H. Pertanyaan Penelitian 

YA TIDAK 

      jxjxj jxjxj 
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Apakah prose.s pe.rpanjangan se.rtifikat ke.se .lamatan kapal me.lalui 

SIMKAPE.L pada PT Lintas Samude.ra Borne.o Line. me.ngalami 

ke .ndala? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Me .tode. pe.ne .litian adalah suatu langkah yang diambil dan dilakukan 

ole.h pe.ne.liti untuk me.ngumpulkan informasi atau data dan me.nggunakan 

informasi yang dipe .role .h untuk ke.pe.ntingan pe.ne .litian. Me.tode. pe.ne.litian, 

prose.dur dan tindakan yang akan dilakukan, waktu pe.ne .litian, sumbe .r data 

dan langkah-langkah pe .ngambilan data ke.mudian diolah dan dianalisis. 

A. Jenis Penelitian 

Je .nis pe.ne.litian yang digunakan dalam pe.nyusunan skripsi ini 

adalah pe.ne .litian de.skriptif kualitatif. Pe.ne .litian de.skriptif kualitatif 

adalah ke.giatan yang be.rtujuan untuk me.nghasilkan gambaran yang 

siste .matis, obje.ktif, dan akurat te.ntang sifat populasi yang dite.liti. Untuk 

me.ngaplikasikan pe.ne.litian de.skriptif kualitatif ini, pe.nulis me.mbe.rikan 

gambaran te.ntang situasi dan kondisi kantor se.rta kine.rja staf 

ope.rasional. 

B. Definisi Konsep 

De .finisi variabe .l dalam dokume.n ini adalah imple.me.ntasi layanan 

aplikasi SIMKAPE.L untuk me.ningkatkan e.fisie.nsi industri, yang 

me.rupakan variabe.l inde.pe.nde.n, kare.na proposal ini me.ne.rapkan 

prose.dur layanan e.fisie .nsi SIMKAPE.L, yang prose.s imple.me.ntasi baru 

Ide. program atau program baru adalah se.rangkaian ke.giatan de.ngan 

harapan orang lain dapat me.lakukan pe.rubahan untuk me.ngurangi 

ke .te.rlambatan dan me.ngoptimalkan pe.layanan kapal. 

a. Prose.dur pe.layanan jasa 

Prose.dur pe.layanan jasa untuk me.mbe.rikan layanan yang 

se .suai de.ngan harapan dan ke.butuhan pe.langgan yang be.rkualitas 

agar dapat e.fe.ktif dalam pe.ne .rimaan pe .langgan, me.ngide .ntifikasi 

ke .butuhan pe.langgan dan prose.s pe.layanan. 
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b. Layanan Aplikasi SIMKAPE.L 

Layanan aplikasi SIMKAPE.L se.bagai siste .m manaje .me.n kapal 

yang me.mbantu kapal untuk pe.rpanjangan se.rtifikat agar le.bih 

optimal dan e.fisie.n. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Te.knik pe.ngumpulan data adalah me.tode. yang digunakan pe.nulis 

untuk me.mpe.role .h data yang akurat me.nge .nai pe.rpanjangan se.rtifikat 

kapal me.lalui SIMKAPE .L pada pe.rusahaan PT Lintas Samudra Borne .o 

Line.. Dalam pe.ngumpulan data, pe.nulis harus : 

1. Me .nyiapkan surat pe.ngantar yang ditujukan ke.pada Pe.rusahaan 

yang dite .liti.  

2. Me .mbuat pe.rtanyaan wawancara dan me.mbuat pe.rjanjian de.ngan 

narasumbe.r dalam hal ini yakni (Pe .gawai PT LSB dan Pe.tugas 

KSOP) me.nge .nai pe.rpanjangan se.rtifikat kapal me.lalui SIMKAPE.L 

pada PT Lintas Samudra Borne.o Line..  

3. Me .lakukan obse.rvasi dan pe.ngamatan yang dilakukan ole.h pe.nulis 

se .cara langsung me.nge .nai prose.s pe.rpanjangan se.rtifikat kapal 

me.lalui SIMKAPE.L pada pe.rusahaan PT Lintas Samudra Borne.o 

Line..  

4. Me .lakukan dokume.ntasi dilapangan me.nggunakan kame.ra  

5. Me .lakukan ke.pustakaan yaitu de.ngan me.mpe.lajari bahan dari 

buku, catatan, arsip, atau dokume.n yang re.le .van de.ngan masalah 

yang se .dang dite .liti, te .rmasuk informasi yang dipe .role .h dari 

inte.rne .t. 

D. Teknik Analisis Data 

Me .tode. analisis yang digunakan adalah de.skriptif kualitatif kualitatif, 

dimana data faktual yang di kumpulkan dan de .skripsi data be.rasa dari 

informasi yang dipe.role .h dari wawancara, dokume.ntasi dan dokume.n 

yang te .lah di kumpulkan pe.ne.liti yang di tuangkan dalam be.ntuk 

pe.nulisan karya ilmiah, me.lalui be.be.rapa tahapan. Se.te .lah 

me.ngumpulkan dan me.nulis data, pe.ne.litian me.lakukan analisis 
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inte.raksi yang me .liputi langkah-langkah : 

a. Re .duksi data digunakan untuk me.ngurang ukuran data de.ngan cara 

me.nye .de .rhanakan data agar me.njadi optimal 

b. Pe.nyajian data digunakan untuk me.mudahkan me.lihat data dan 

te.muan agar dapat me.narik ke.simpulan. 

 
 
 
 
 

 


